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Abstrak
 

Dalam era reformasi hubungan komunikasi antara pemerintah, DPR dan masyarakat mengalami stagnasi

kemacetan atau ketidakharmonisan itu akibat biasanya visi, isi dan interpretasi tentang arti sebuah negara

demokrasi. Reformasi yang ingin memposisikan "Civil Society" dalam bingkai demokrasi diterjemahkan

sebagai tindakan serba 'boleh'. Bahkan elite-elite politik pun tidak memiliki ofinitas bersama baik dengan

sesama penyelenggara negara maupun dengan masyarakat pihak pentingnya suatu perubahan menuju negara

yang lebih demokratis. Apalagi perbedaan kepentingan begitu tajam diantara elite-elite politik yang

cenderung menanggalkan aturan main konstitusi (UUD 1945), maka tak heran pakar-pakar hukum

ketatanegaraan juga ikut meramaikan polemik seputar sistem pemerintahan yang kita anut.

 

Di satu pihak, ada pakar hukum ketatanegaraan yang menyatakan Indonesia menganut sistem presidensial

tidak murni. Artinya, presiden dipilih oleh MPR dan Presiden memiliki hak perogatif untuk mengangkat

atau memberhentikan pembantu-pembantunya (menteri) Pasal 17, UUD 1945 hasil amandemen kedua.

Sedangkan dilain pihak, ada anggapan bahwa UUD '45 menganut sistem parlementer tidak murni.

Anggapan ini berangkat dari beberapa Pasal UUD '45 yang menyatakan setiap kekuasaan presiden harus

mendapati persetujuan DPR. Bahkan, dalam interpretasi ini presiden harus dipilih langsung oleh rakyat, dan

pembentukan kabinet harus berkonsultasi dengan DPR.

 

Nampaknya, interpretasi para pakar menimbulkan masalah tersendiri ketika pemerintah KH Abdurrahman

Wahid kehilangan legitimasinya akibat sistem hubungan komunikasi antara lembaga tinggi dan tertinggi

negara yang telah terbangun ditinggalkan. Padahal, dalam sistem hubungan itu telah terjalin komunikasi

yang cukup efektif seperti terlihat dalam pasal-pasal UUD '45. Apalagi, dalam pasal-pasal tersebut cukup

jelas otoritas atau kewenangan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dari sinilah kemudian muncul

penafsiran seakan legislatif sedang membangun proses "Check and Balanced" agar eksekutif tidak terlalu

'kuat' seperti di era orde baru yang cenderung Powerful. Proses hubungan komunikasi antar lembaga-

lembaga tinggi dan masyarakat di era transisi ini memang tidak terlepas dari pengaruh kultur politik.

Artinya, untuk mengubah proses sosialisai politik masyarakat diperlukan pemahaman dan penghayatan

nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari

penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang

ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.

 

Berangkat dari pemikiran di atas pertikaian pemerintah versus DPR, yang berimplikasi langgsung kepada

masyarakat menjadi menarik ketika presiden bersikeras untuk mengeluarkan dekrit dan respon oleh

MPR/DPR dengan segera melakukan Sidang Istimewa yang dipercepat. Tentu saja, kemacetan hubungan

kemacetan hubungan komunikasi jadi di saat era reformasi menjaga konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu,
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penulisan tesis ini akan meneliti lebih jauh subtansi masalah kemacetan hubungan komunikasi antara

pemerintah dan DPR, serta implikasinya terhadap mesyarakat. Penelitian ini juga akan mengkaji peran

media dalam pertikaian pemerintah-DPR yang disinyalir ikut memankan peran sehingga opini publik

terbentuk untuk berpihak kepada salah satu kekuatan. Dan maksud mencari temuan-temuan dibalik

pertikaian pemerintah versus DPR yang diduga ada perbedaan secara subtantif mengenai aktualisasi

reformasi dan implementasi kekuasaan lintas pantai.


